
BUPATI KEPUI.AUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1? TAHUN 2ot7

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dokurnentasi dan informasi hukum yang tertata dan

terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan

merupakan bagian yal:g tidak terpisahkan dalam

penyelenggaraan tata, pemerintahan yang baik untuk
memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan

informasi hukum yang dibutuhkan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, maka perlu membentuk Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe; lt
I

b.

c.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

PembentukanDaerahTingkatlldiSulawesi(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

t822);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aBaQ;

Unclang-Undang Nomor t2 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Peraturan Perund"ang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
523fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran

NegaraRepubliklnd.onesiaNomorsssT)sebagaimanatelah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

NomorgTahun2otstentangPerubahanKeduaAtas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aL5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OL4 tentang

Penubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2ot4Nomorll7,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 
4

82],;

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A3Q;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2OO4

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan

sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2A16 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe-

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan sangihe. 
rsL'nr"'L "o"'*' 

W

9.

10.

Menetapkan
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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang

selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan

bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan

berkesinambungan serta merupakan saralla pemberian

pelayanan informasi hukum secafa lengkap, akurat, mudah

dan cepat.

Dokr.lmen Hukum adalah produk hukum yang berupa

peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain

peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak

terbatas pada putusan pengadilan, lrurisprudensi, monografi

hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian

hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan

rarLcarrgan peraturan perundang-undangan.

Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang

terkandung dalam dokumen hukum.

sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat

Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database

peraturan perundang-undangan -

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hulmm adalah

kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis

yang memuat norrna hukum yang mengikat secara umum

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 1]:egara atau

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

JDIH Kabupaten Kepulaman Sangihe bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pelayanan Informasi Hukum kepada publik

sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik,

transparan, efektif, efisien, dan bertanggungiawab; Y

6.

7.

8.

9.

10.
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b. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat

jaringan dan anggota jaringan serta atttara sesarna anggota

jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan

informasi hukum;

c. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum

yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat

dan mudah.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan

produk hukum; dan

b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi.

Pasal 5

(1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b, antara lain melalui :

a. Sistem katalog;

b. Sistem mandiri/ stand alone; dan

c. Sistem internetl website.

(21 Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara

merekam informasi dokumen peraturan perundang-

undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber

dan status peraturan perundang-undang€rn ke dalam suatu

unit komputer. 
1416 u'uqr6.. "* - 

t



-6-

(3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/ stand alone

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola

melalui sistem aplikasi databa.se peraturan perundang-

undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer

tanpa menggunakan jaringan.

Penataan Siskum melalui sistem internetl utebsite

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diketola

melalui utebsite utuswidlh- sanqihekab. qo. id

Pasal 6

JDIH Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari pusat
jaringan dan anggota jaringan.

Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Bagian Hukrrm Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja

dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Pasal 7

Untuk kelancaran pengelolaal JDIH dibentuk Tim Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan

Sangihe yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal B

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Kepulauan

Sangihe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja ,
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. I

(4)

(1)

(2)

(3)
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya,

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe' t

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, e4 f'u"li, 8Al?

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal,84 3*11 e$t?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2OI7 NOMOR 1?

BUPATI KEPUhAUAN SANGIHE,

JABES E;ZAR GAGHANA


